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BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR Q; TAHUN 2015

TENTANG :
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
- Menimbang |: a. baﬂwa dengan telah 'ditetapkénnya Pe.rl'aturan Menteri Ddlam

Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata ¢ara
Penghitungan, Penganggaran: Dalam . APBD, dan Tertib

‘ Administrasi- : Pengajuan, !Penyaluran, dan . Lapbran
o _ o Pertanggun-awaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai -
hﬁf’ ' : Politik, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Ogan Komenng
: Ulu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagalmana dlmaksud pada ,: |

|
|
|
e huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Bantuan
_ _ - Keuangan Partat Politik,

|

|

|

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

~Daerah Tingkat II dan -Kota Praja di Sumatera Selatan

e - . - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
' Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan'
- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran .
Negara .Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

~ Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagalmana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemilihan
~Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
‘Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik® Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-Undang Nomor 17 'I‘ahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)




- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
‘ Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

! ‘Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang .

i Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

_ Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan

i Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
_ | 1 Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
: Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
ww N Republik Indonesia Nomor 4072) sebagaimana telah diubah
) : dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 1744), R '

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-1601 Tahun
2014 tentang Pemberhentian Sementara Bupatl Ogan Komering

i | Ulu Provinsi Sumatera Selatan.
MEMUTUSKAN :
~ Menetapkan : | PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK. ' ' -
o BAB I
_ KETENTUAN UMUM
- Pasal 1

Dalam Peraturlan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah{Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
" 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.




disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan|dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai
‘Politik yang! mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu hasil pemilu Legilslatif yang penghitungannya berdasarkan
| jumlah perolehan suara. -

6. Pcnd1d1kan£ht1k adalah proses pembelajaran dan pemahaman tcntang hak,

4. Dewan ch akilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya

kewajiban, dan tanggung Jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa
dan bernegdra. _ ,

7. Anggaran Pendapatan BelanJa Daerah selan_]utnya disingkat APBD adalah rencana -
. Keuangan Tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sg¢bagai bendahara umum daerah.

9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya dlsmgkat DPC atau
sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang
ditetapkan |berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan

lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik. '

AN
Y

L

[ s

BABII
PENIBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUAN GAN -

Pasal 2 ' el _ -

(1) Bupati memberikan Bantuan keuangan kepada Partai Politik ngkat Kabupacen
yang mendapatkan kursi d1 DPRD.

(2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan secara propors1ona1 yang penghltungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara.

~ (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan o
- setiap tahun. . : ' - g .

Priz sl '  Pasal 3

_ Bantuan keuahgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari
APBD Kabupaten. _
 Pasal 4

(1) Besérnya bantuan keuangan . sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal 3
perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu
DPRD. : ‘ '

(2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan jpada hasi! penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 5
- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapat kursi di DPRD sebagaimana

dimaksud !dalam Pasal -2 ayat (2) dan Pasal 3 berdasarkan pada hasil
penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten tahun anggaran

H
T



TR dal £15 0 HoAME W e g-ofn ARG I o e = - 3 LT B A - LI ]

A

sebelumnya dibagi dengan jumlah pefolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai
Politik yané_ mendapatkan kursi periode sebelumnya.

(2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut:

a. untuk periode pemilu 2009- 20 14 bagl partai pohuk yang mendapatkan kursi di
DPRD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran 2008 dibagi.

. dengan jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di DPRD periode 2004

b. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di
DPRD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran 2013 dlbagl
dengan jumlah ptrolehan suara yahg mendapatkan kur31 di DPRD perlode
2009;

c. untuk periode pemllu benkutnya bag1 partai pohtlk yang mendapatkan kursn di
DPRD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelurxinya

~ dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di DPRD penocle

- sebelumnya. : _

-

(1) Jumlah bantuan. keuangan kepada partai pohuk dari APBD Kabupaten dalam

" tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil pemilu

_ DPRD sebagaimana :dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan _]umlah
A3, perolehan juara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan

|

| |

| . . Pasal 6
an _]urnlah bantuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sebagaa

(2) Penghitun
' ‘berikut:

| a. Untuk periode pemilu 2009 2014 adalah _]umlah perolehan suara hasil pemllu
| 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagmmana dimaksud dalam
| Pasal S dyat (2) huruf a; :
| _ b. Untuk periode pemilu 2014-2019 adalah _]umlah perolehan suara hasil pemilu
; o ‘2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam
| Pasal 5 dyat (2) huruf b; |
| c. Untuk periode pemilu berikutnya adalah Jumlah perolehan suara hasil pexmlu
I

. berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud
dalam Pésal S ayat (2) hurufc.

-  BABIm | oo
o PENGANGGARAN DALAM APBD o

g 3

-‘s{;-!:.f 2

I

| : _ :

i o Pasal 7

| Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap tahun
dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obJek belanja bantuan keuangan

! - kepada partai politik.

BAB IV
PENGAJ UAN BANTUAN KEUANGAN

Pasa_l 8

(1) Pengurus Fartai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai
politik kepada Bupati.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltandatanganl oleh
Ketua dan Sekretaris. _ :
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(3) Surat permcLhonan sebagalmana dimaksud pada ayat (2} menggunakan kop surat
dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap
kelengkapan administrasi berupa :

a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan
DPC Pa.r%i Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh -
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya
atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;

b. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kur31 dan suara
Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

d. nomor rékening kas umum parta1 politik yang dibuktikan dengan pernyataan
pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

€. rencana| penggunaan dana bantuan keuangan Partai Pohtlk dengan
mencantiimkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang dltenma
untuk pendidikan politik;

f. laporan |realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang.

bersumb r dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah d1per1ksa oleh
BPK; dan

| o .
ﬁ?ﬁl g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab

- secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan
- partai pplitik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan
apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua -
dan Sekretaris di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

(4) Surat permohonan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1} tembusannya

disampaikan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Pasal 9

Format Surat {Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g

tercantum dalam Lamplran I yang merupakan bagian tidak terplsahkan dari
Peraturan Bupati ini.

A%y : | ~ Pasal 10

Dalam hal P]’artm Politik tidak mengajukan permochonan bantuan keuangan
sebagaimana fimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan
keuangan yan bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

' - BABV - LR
' VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI 7 ‘i
|

 Pasal 11’

(1} Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan
Bantuan K uangan Partai Politik.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

l

(3) Keanggotaan Tim Venﬁka31 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan
a. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;



unsur In

o oo

~_{4) Pembentuka
dengan Kepn

unsur Ba
unsur B4

unsur Ko

gian Hukum dan HAM Sekretariat Kabupaten;

dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten;
spektorat Kabupaten;dan :

misi Pemilihan Umum Kabupaten.

n Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dxtetapkan
htusan Bupati.

(5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD

Kabupaten.

(1) Hasil Verifik

Pasal 12

asi kelengkapan administrasi pe'rmohonan bantuan keuangan kepada -

partai politik dibuat dalam berita acara.

{(2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum
Peraturan

<+ Tim Verifikasi
politik tingka

alam Lamp1ran II yang merupakan bagian tidak terplsahkan dari
upau ini.

Pasal 13

tingkat kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai
t kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan

persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

(1) Pejabat pen
keuangan k
hasil verifik

(2) Ketua Partai
yang disaly
pejabat pen

B

S

%

(3) Penyampaid
penandatan
(4) Format bert

dalam Lam
Bupati ini.

BAB VI _
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

zelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan
e rekemng kas umum Partai Politik dengan melamplrkan Berita Acara
asi kelengkapan administrasi.

i Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan

irkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ‘Bupati melalui
pelola keuangan daerah.

n tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
ganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

ta acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
piran HI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

. BABVII . .
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

(1) Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan
pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

(2) Penggunagn untuk pendidikan politik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 60 P {enam puluh persen) dan besaran bantuan yang diterima.




(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

AL

sesuat d
pendidikan

(1)

gan peraturan pemndang—undangan yang mengatur mengenai .
politik. :

Pasal 16

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (l) '

bertujuan tintuk:

a. mening

katkan kesadaran hak dan kewa_]lban masyarakat dalam kehldupan :

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. meningi(atkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan

bermas

yarakat, berbangsa dan bernegara; dan

c. mening',katkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa
dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan
kegiatan:

(2)

politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan

a. pendalzL.man mengenai Pancasila, UUD 1945, maeka Tunggal Ika dan Negara
_' Kesatuan Republik Indonesia;

b. . pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam
membangun etika dan budaya politik; dan

.¢. pengk

(3) Kegiatan

dengan m

eran anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

ndidikan politik sebagajmaha dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
perhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika

budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 17

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaunana dxmaksud dalam Pasal 16, antara

Iam berupa:

a. seminar;

b. lokakarya;

c. dialog inter
d. sarasehan;

e. worksh.op.

Kegiatan opera

alktif;
dan

-Pasal 18

sional sekretariat Dewan Plrnpmah Cabang Partai Politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berkaitan dengan :
a. administrsi umum;
b. berlangganan daya dan jasa;

c. pemelihara,

N Y

an data dan arsip;

d. pemeliharaan peralatan kantor.

Partai Politik
pengeluaran at

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
. ' BANTUAN KEUANGAN

Pasal 19

membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan
as dana bantuan keuangan.




“setelah tahun
- dilakukan pem

- sekali kepada

Partai Politik

(1) Partai Poli
pengeluar:

(2) Laporan pe
Rekapitulag
dan rincian

A Pasal 20

ik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

rtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
i Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik
realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.

(3) Format laporan pertanggungjawaban éebagaiinana dimaksud pada ayat (2)

sebagaim
terpisahk

pengeluaran ke

Partai Politik

a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
dari Peraturan Bupati ini. | _ 2

7 Pasal 21

wajib menyampaikan - laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
uangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan

anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
eriksaan. ' ‘

-

Pasal 22

wajib menyampaikan laporan pertanggunawaban penerimaan dan

pengeluaran ke

unangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun
upati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 21.

§%

':'.'i;

b

(1') Laporan i

Pasal 23

ertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

disampaikan oleh Ketua partai politik kepada Bupati. -

(2) Laporan pelrtanggungjawaban sebagaiména-dimaksud pada ayat (1} disampaikan

paling lamt?

at 1 {satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 24

Lapofan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuka untuk
diketahui masyarakat. :

Partai politik
dikenai sanksi

Pasal 25

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam

. tahun anggaraln berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

. Daerah Kabuj
. dinyatakan tid

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai _ L | I
| Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita

Ulu Nomor 35

BAB IX :
KETENTUAN PENUTUP -~

- Pasal 26
berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering -

paten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 35) dicabut dan

ak berlaku lagi.
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Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai bérlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya memenntahkan ‘pengundangan Peraturan Bupati

_ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering U,

Ditetapkan di Baturaja =~ _ _-
pada tanggal, { Martl 2015

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, Z

| ‘z KURYANA AZIS

'Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 2015

rﬂ; SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
%% OGAN KOMERING ULU,

<

MARWAN SOBRIE

| BERITA DAERAH KABUPAT EN OGAN KOMERING ULU
-TAHUN 2015 NOMOR




LAMPIRAN 1 | |

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR . TAHUN 2015 -
TENTANG ;

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

| | FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN -

Yang bertanda [tangan di bawah ini,
1. Nama : _

Jabatan : Ketua Umum/ Ketua

Alamat :
2. Nama : . ‘

Jabatan : Sekretaris Jenderal/ Sekretaris

Alamat : ' o

- Dengan ini menyatakan bahwa :

~ bantuan keuangan partai politik.

1. Kami bcrta}ggungiawab secara formil dan materiii dalam penggunaan anggaran
S5 2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundahg—undangan apabila
Ey S
gt

1

memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi
bantuan daha partai politik Tahun Anggaran.... Yang kami sampaikan.

Demikianlah sfirat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya. _ '

DPP/DPD/DPC
PARTAL...

KETUA UMUM/ KETUA SEKRETARIS JENDRAL/ SEKRETARIS




LAMPIRANII '
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG .
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAL ...... .
Pada llilri inl .oeevemnecennn. o tanggal oo ‘bulan ............ Tahun
................. Titm Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan - Keuangan Kepada -
' Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu
NOMOr evvvvveradecercncninas Tahun ....... tanggal ......ccoveienecenianen , telah melaksanakan
verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun
............... ... yang diajukan oleh DPC .........cccocvnunnnnnnnn
Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ....... cerresrasitinirens telah
memenuhi - pérsyaratan untuk mendapatkan -bantuan keuangan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada
o Parta1 Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum
twts Legislatif Tahun 2014 sebanyak ............... suara sah X Rp ...c.coeeeenee = RP. covirrverinnnnn
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
- Keuangan kepada Partai ......... erevesresenane ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. ' :
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
'~ KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
) ORI OO - Ketua N PO )
2R OSRUOURN A PUPPRIPPR: Sekretaris N (SN )
T Anggota (corerevsesnannens )
: SO UOTOTUY ST PPTRT RNt . Anggota : ' (sreoeemennmnnnans)
?':—%’» 5. eerrerernrermnredere i bermanie Anggota  (ccocecrienniiians ) ' |
B < TR UPITY SO ORI PPPTPUURN Anggota (corernvomeonranens )
(Y POSUOT RPN Anggota  (ceeereenceiinennss)
2 SRS Py tesranereans Anggota {convermrncnnnnenne }
R “Anggota (coenrenernernnens 2) -
10, ceieeieieeeeneafenneranes eereeeenererereesnneas . Anggota ' (covemnennennnennns )
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,Z
szURYANA AZIS




LAMPIRAN HII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
- NOMOR - TAHUN 2015

TENTANG )
- BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

' BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
' Nomor ...... Gesrassasunsorsnas ,
Pada hdri ini........ tanggél ....... Bﬁlan...'.-‘.tahun ...... yang-.bertande_i.l'-téﬂ Lk

dibawah ini : | : 3 :
1. Bupati Kabupdten Ogan Komermg Ulu selanjutnya dlsebut Pihak Pertama.' S
2. Ketua dan Bendahara untuk DPD/DPC Partai ...Kabupaten Ogan Komermg

 Ulu selanjutnya disebut Pihak Kedua o ' é

Dehgan ini menyatakan bahwa Plhak Pertama telah menyerahkan Bantuan ) _
Keuangan Partai Politik tahun ...Kepada DPD/DPC. Partai ... Kabupaten Oga.n_ :
Komering Ulu| sejumlah Rp. s (ssseeeees) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan

keuangan - tersebut dari bendahara pengeluaran SKPKD melalui Rekening Bank'

DPD/DPC. Partai .. Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Berita acara serah terima ini dmyatakan sah sctelah c0py SPM Giro Bank dari

Pemkab. OKU diterima oleh DPD/DPC. Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua Pihak Pertama
DPD/DPW PARTAL ....... BUPATI OGAN KOMERING ULU
' KETUA | .
T
G s ) cevemremsmreessenesasseneses )
BENDAHARA

{~ WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, Z

*’ KURYANA AZIS
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- LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
ANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUN GJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK..............
~ TAHUN ANGGARAN......ccovuenee

-

Laporan pertanggun.awaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik

sebesar Rp
tanggal...bulan..

I SO, , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada

.tahun... sebagai berikut:

NO

JENIS PENGELUARAN JENIS | VOLUME | REALISASI KETERAW

KEGIATAN | KEGIATAN (Rp)

1

2 3 4 5 RN

A.

PENDIDIKAN POLITIK

Saras

. Seminar;

Lokakarya;
Dlalo%mterakt:f

Workshop.

han; dan

PERASIONAL SEKRETARIAT

=iQle 2 op

a. K

Se
c. On
Di

Administrasi Umum

b. Rapat Internal

mefdukung kegiatan
operasional Sekretariat

ertuan ATK

etariat
os Perjalanan
as dalam rangka

a. Tel

d. Su

2. Langganan Daya dan Jasa

b. Ain
c. Jasg

epon dan Listrik
Minum

sa Pos dan Giro
rat menyurat

Arsip

3. Pemeliharaan Data dan

4, Pemeliharaan Peralatan
Kanto:l'

SALDO RD. ceeerecosnanns

Mengetahui : '
KETUA, BENDAHARA,

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, Z

" k‘( KURYANA AZIS

o b o b i




